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Abstract 
The purpose of this research is to find out how the implementation of disaster management 
policies by the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Palu City after the September 28 
2018 earthquake. The informants in this study were 5 people who were considered eligible. This 
type of research is descriptive qualitative research using knife analysis theory proposed by Edward 
III in analyzing policy implementation with four indicators namely Communication, Resources, 
Disposition, and Bureaucracy. The results of this study indicate that the handling of the earthquake 
by the BPBD in Palu City after the earthquake, tsunami and liquefaction September 28, 2019 has 
not been maximally run as it should. Factors that become obstacles are inconsistencies in the 
delivery of aid information such as compensation funds, stimulant funds and permanent housing 
different from the facts that occur in the field, then the lack of socialization by the BPBD of Palu 
City to the community results in minimal community understanding of independent mitigation / 
evacuation. On the other hand, the lack of facilities resources such as radio communication and 
especially heavy equipment makes the task slow and even hampered. 




Sulawesi Tengah Kotamadya Palu dan 
sekitarnya pada hari Jumat tanggal 28 
September 2018, telah terjadi bencana besar 
yang sangat memilukan dimana ditaksir 
menurut data yang dikeluarkan oleh Badan 
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 
yaitu Tercatat korban meninggal akibat 
gempa dan tsunami Palu, Sulawesi Tengah 
dan sekitarnya berjumlah  2.113 orang. 
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas 
BNPB Sutopo Purwo Nugroho Sutopo 
mengatakan, jumlah korban meninggal 
tersebar di beberapa lokasi. Di Palu korban 
tewas tercatat 1.703 orang, Donggala 171 
orang, Sigi 223 orang, Parigi Moutong 15 
orang, dan Pasangkayu 1 orang. Sedangkan 
korban luka-luka akibat gempa dan tsunami 
Palu mencapai 4.612 orang. Selain itu masih 
ada sebanyak 1.309 orang hilang dan pada 
saat itu  223.751 orang mengungsi di 122 
titik. Sebelumnya, gempa berkekuatan 7,7 
skala Richter mengguncang Donggala, 
Sulawesi Tengah, pada pukul 18.02 waktu 
setempat. Badan Meteorologi, Klimatologi, 
dan Geofisika (BMKG) menyebut gempa itu 
berada di 0.18 Lintang Selatan dan 119.85 
Bujur Timur atau 27 kilometer timur laut 
Donggala. (Tempo Nasional, diakses 25-12-
2018). Dengan segala macam bencana yang 
terjadi, tentang bagaimana penanganannya, 
maka menjadi lebih menarik dan mendorong 
peneliti untuk mengkaji lebih dalam apa-apa 
saja yang telah dilakukan BPBD Kota Palu 
dalam menangani bencana gempa bumi 28 
September 2018 yang terjadi di Sulawesi 
Tengah khususnya di Kota Palu sesuai dengan 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 
Tentang Penanggulangan Bencana dan 
Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 
2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota 
Palu. 
Wakil Ketu DPR RI Fahri Hamzah 
dalam CNN Indonesia yang terbit 08/10/2018 
dengan judul Fahri Hamzah Tuding 
Pemerintah Tahan Bantuan. Wakil Ketua 
DPR Fahri Hamzah menyatakan masih 
banyak warga korban gempa Lombok belum 
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menerima bantuan dari pemerintah, ia 
menuding pemerintah pusat menahan dana 
bantuan yang dijanjikan bagi korban gempa 
Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dia 
mengklaim masih banyak masyarakat belum 
menerima bantuan dana yang dijanjikan 
pemerintah. Fahri menyebut pemerintah baru 
mentransfer bantuan dana Rp50 juta ke 5 ribu 





Penelitian ini tergolong pada jenis 
penelitian deskriptif kualitatif, pendekatan 
yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. 
Hal ini dimaksudkan agar hasil penelitian 
dapat memberikan gambaran dengan 
mendeskripsikan secara sistematis, faktual, 
dan aktual terhadap obyek yang akan diteliti. 
Penelitian kualitatif adalah metode penelitian 
yang digunakan untuk meneliti pada kondisi 
obyek yang alamiah, (sebagai lawannya 
eksperimen) dimana peneliti adalah 
instrument kunci, teknik pengumpulan data 
dilakukan secara triangulasi (gabungan), 
analisis data bersifat induktif dan hasil 
penelitian kualitatif  lebih menekankan makna 
daripada generalisasi (Singarimbun, 1989:19). 
Jenis penelitian yang dipilih adalah 
penelitian kualitatif, dengan pendekatan 
deskriptif. Artinya data yang dikumpulkan 
bukan berupa angka-angka, melainkan data 
tersebut berasal dari naskah wawancara, 
catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan, 
memo, dan dokumen resmi lainnya 
(Sugiyono, 2010:14). 
Fokus penelitian ini adalah Bagaimana 
pelaksanaan kebijakan di BPBD Kota Palu 
sesuai dengan amanat Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2007 Tentang 
Penanggulangan Bencana dan Peraturan 
Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2009 
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu, 
dengan melihat 4 indikator implementasi 
kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III 
yaitu, (1)  komunikasi, (2) sumber daya, (3) 
disposisi, (4) struktur birokrasi.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
 
Implementasi Kebijakan dalam 
penanggulangan bencana  dapat dianalisis 
dengan menggunakan pendekatan model teori 
implementasi dalam kebijakan yang sesuai 
dengan objek penelitian. Data yang diperoleh 
dilapangan baik melalui wawancara terhadap 
informan maupun menggunakan data 
sekunder dengan membaca dokumen – 
dokumen yang ada, dianalisis dengan 
menggunakan teori George C Edward III 
dengan 4 (empat) indikator yang sangat 
penting dalam mencapai keberhasilaan suatu 
implementasi kebijakan yaitu: Comunnication 
(komunikasi), Resources (sumberdaya), 
Disposition (sikap) dan bureaucratic structure 
(Struktur birokrasi). 
1. Komunikasi 
Dalam hal ini Terdapat tiga indikator 
yang dapat digunakan dalam mengukur 
keberhasilan variabel komunikasi. Edward III 
dalam Agustino (2006: 157-158) 
mengemukakan tiga variabel tersebut yaitu: 
(1) Transmisi 
Edward III dalam Winarno (2005:127) 
menjelaskan beberapa hambatan 
umum yang biasa terjadi dalam 
transmisi komunikasi yaitu: 
”Pertama, terdapat pertentangan antara 
pelaksana kebijakan dengan perintah 
yang dikeluarkan oleh pembuat 
kebijakan. Pertentangan seperti ini 
akan mengakibatkan distorsi dan 
hambatan yang langsung dalam 
komunikasi kebijakan. Kedua, 
informasi yang disampaikan melalui 
berlapis-lapis hierarki birokrasi. 
Distorsi komunikasi dapat terjadi 
karena panjangnya rantai informasi 
yang dapat mengakibatkan bias 
informasi. Ketiga, masalah 
penangkapan informasi juga 
diakibatkan oleh persepsi dan 





ketidakmampuan para pelaksana 
dalam memahami persyaratan-
persyaratan suatu kebijakan”. 
Putusnya komunikasi memang 
menjadi masalah utama pada saat itu 
terlebih lagi masing-masing opnum 
yang diharapkan tengah 
menyelamatkan diri dan keluarganya 
sehingga apa yang diharapkan 
seharusnya dalam hal ini adalah tugas 
BPBD Kota Palu tidak dapat 
terlaksanakan dengan cepat dan tepat 
namun syukurlah ada yang membantu 
yaitu mereka para relawan yang cepat 
tanggap di lapangan sehingga 
walaupun tidak sepenuhnya seperti 




Menurut Winarno (2005:128) Faktor-
faktor yang mendorong ketidakjelasan 
informasi dalam implementasi 
kebijakan publik biasanya karena 
kompleksitas kebijakan, kurangnya 
konsensus mengenai tujuan-tujuan 
kebijakan publik, adanya masalah-
masalah dalam memulai kebijakan 
yang baru serta adanya kecenderungan 
menghindari pertanggungjawaban 
kebijakan. 
Selama ini pihak BPBD Kota Palu 
masih terbilang kurang dalam 
melakukan sosialisasi terkait mitigasi 
bencana dan hal ini berimbas pada 
ketidak jelasnya input masyarakat 
dalam menyikapi langkah-langkah 
antisipasi guna melakukan evakuasi 
mandiri dan terhindar dari resiko 
bencana sehingga masih minimnya 
upaya untuk melakukan sosialisasi 
mitigasi bencana kepada masyarakat 
berdampak pada ketidak jelasan 
informasi yang diterima oleh sasaran 
implementasi yang pada akhirnya 
banyaknya korban yang berguguran 
karena kekurangan pemahaman 
terhadap bencana dan langkah-langkah 
yang diperlukan. 
(3) Konsistensi 
Perintah yang diberikan dalam 
pelaksanaan suatu komunikasi harus 
konsisten dan jelas untuk ditetapkan 
atau dijalankan. Jika perintah yang 
diberikan sering berubah-ubah, maka 
dapat menimbulkan kebingungan bagi 
pelaksana di lapangan. Faktor 
komunikasi sangat berpengaruh 
terhadap penerimaan kebijakan oleh 
kelompok sasaran, sehingga kualitas 
komunikasi akan mempengaruhi 
dalam mencapai efektivitas 
implementasi kebijakan publik. 
Dengan demikian, penyebaran isi 
kebijakan melalui proses komunikasi 
yang baik akan mempengaruhi 
terhadap implementasi kebijakan.  
Dalam halaman iNews.id, Wakil 
Presiden Jusuf Kalla memastikan pembayaran 
dana stimulan dan santunan yang pernah 
dijanjikan sebelumnya bagi korban bencana 
gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi di 
Kabupaten Palu, Sigi, dan Donggala, 
Sulawesi Tengah, akan dibayarkan pekan 
depan atau minggu pertama Februari 2019. 
Hal ini ia sampaikan usai menggelar rapat 
tertutup membahas evaluasi percepatan 
pemulihan dan rekonstruksi pascabencana di 
Kantor Gubernur Sulteng, Palu, Kamis siang 
(31/1/2019). Menurutnya, pencairan dana 
stimulan perbaikan rumah bagi korban yang 
rumahnya mengalami rusak berat, sedang, 
ringan, dan tidak direlokasi, dilakukan secara 
bertahap. Dalam hal ini ada inkonsistensi 
mengenai pernyataan Wakil Presiden Yusuf 
Kalla, karena sewaktu ia menjelaskan bahwa 
dana tersebut paling lambat akan dicairkan di 
awal bulan Februari namun belum ada 
realisasinya sampai sekarang dan hal ini 
diperjelas oleh berita yang dimuat oleh 
Newswire bahwasanya masih dalam tahap 
verifikasi hingga berakhir masanya nanti 
pertengahan bulan Juni mendatang  
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Kebijakan-kebijakan tersebut secara 
asal-usul bukan kebijakan yang dikeluarkan 
langsung oleh BPBD Kota Palu melainkan 
kebijakan yang berasal dari Pemerintah Pusat, 
namun dalam pelaksanaannya di daerah tidak 
terlepas dari peran BPBD selaku mediator dan 
otoritas tertinggi dalam penanganan bencana 
sesuai dengan amanah Peraturan Daerah Kota 
Palu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah Kota Palu, bahwa Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah adalah 
bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah 
Kota Palu yang dipimpin oleh seorang Kepala 
Badan secara Ex-Officio yang dijabat oleh 
Sekertaris Daerah Kota Palu, berkedudukan di 
bawah dan bertanggungjawab kepada 
Walikota,  
Menyikapi hal ini secara keseluruhan 
mulai dari dana santunan duka, dana stimulan, 
memang terkesan terjadi inkonsistensi baik 
penyampaian informasi maupun 
pelaksanaannya, hal ini dapat dilihat dari 
pernyataan sebelumnya yang pernah 
dikeluarkan oleh Wakil Presiden yang meleset 
dari tanggal maupun bulan yang telah 
dijanjikan bahkan sampai dsaat ini belum juga 
ada realisasinya. Terkait pula Huntara dan 
Huntap ada sebagian warga yang dirasa layak 
mendapatkan Huntara maupun Huntap seperti 
apa yang terjadi pada pengungsi di Balaroa 
yang terdampak liquifaksi yang kehilangan 
harapan untuk mendapatkan semua itu. 
 
2. Sumber Daya  
Edwards III (1980:11) mengkategorikan 
sumber daya organisasi terdiri dari : “Staff, 
informasi, wewenang, fasilitas; gedung, 
peralatan, tanah and persediaan.” Menurut 
Edward III dalam Agustino (2006:158-159), 
sumberdaya merupakan hal penting dalam 
implementasi kebijakan yang baik. Indikator-
indikator yang digunakan untuk melihat 
sejauh mana sumberdaya mempengaruhi 
implementasi kebijakan terdiri dari: 
(1) Staf. 
Sumber daya utama dalam 
implementasi kebijakan adalah staf 
atau pegawai (street-level 
bureaucrats). Kegagalan yang sering 
terjadi dalam implementasi kebijakan, 
salah-satunya disebabkan oleh 
staf/pegawai yang tidak cukup 
memadai, mencukupi, ataupun tidak 
kompeten dalam bidangnya. 
Penambahan jumlah staf dan 
implementor saja tidak cukup 
menyelesaikan persoalan 
implementasi kebijakan, tetapi 
diperlukan sebuah kecukupan staf 
dengan keahlian dan kemampuan yang 
diperlukan (kompeten dan kapabel) 
dalam mengimplementasikan 
kebijakan. 
Dalam hal ini BPBD Kota Palu 
telah melakukan 
pembimbingan/pelatihan kepada staf-
stafnya yang terkait dengan 
kebencanaan agar kedepannya mereka 
memiliki keahlian di bidangnya 
masing-masing sehingga dapat 
mengemban tugas sesuai dengan 
tupoksinya  
BPBD telah melakukan 
bimbingan teknologi maupun diklat 
yang terkait kecepatan bertindak 
dalam penanggulangan bencana di 
ruang lingkup Organisasi Perangkat 
Daerah yang beradah di bawah garis 
koordinasinya. Hal ini sebagai upaya 
meningkatkan kapasitas staf internal 
maupun OPD lainnya agar siap dan 




Fasilitas fisik merupakan faktor 
penting dalam implementasi 
kebijakan. Implementor mungkin 
mempunyai staf yang mencukupi, 
kapabel dan kompeten, tetapi tanpa 
adanya fasilitas pendukung (sarana 





dan prasarana) maka implementasi 
kebijakan tersebut tidak akan berhasil. 
Dalam hal ini sekretaris 
mengungkapkan akan minimnya 
sumberdaya peralatan yang mereka 
miliki sehingga dalam proses 
melaksanakan tugas sedikit terhambat 
hingga bcukup memakan waktu untuk 
mencari kekurangan alat saat 
diperlukan dalam mengatasi bencana 
kecil maupun besar seperti evakuasi 
pasca gempa 28 September yang lalu 
sehingga menyebabkan mereka harus 
menyewa alat pada perusahaan lain 
yang dianggap memiliki dan mampu 
memenuhi kebutuhan mereka. 
 
3. Disposisi 
Menurut Edward III dalam Winarno 
(2005: 142-143) mengemukakan 
”kecenderungan-kecenderungan atau disposisi 
merupakan salah-satu faktor yang mempunyai 
konsekuensi penting bagi implementasi 
kebijakan yang efektif”. Jika para pelaksana 
mempunyai kecenderungan atau sikap positif 
atau adanya dukungan terhadap implementasi 
kebijakan maka terdapat kemungkinan yang 
besar implementasi kebijakan akan terlaksana 
sesuai dengan keputusan awal. Demikian 
sebaliknya, jika para pelaksana bersikap 
negatif atau menolak terhadap implementasi 
kebijakan karena konflik kepentingan maka 
implementasi kebijakan akan menghadapi 
kendala yang serius. Dapat disimpulkan 
bahwa disposisi erat kaitannya dengan watak 
atau karakter dari para pelaku kebijakan 
dalam menerima dan menyimpulkan suatu 
perintah. Dalam hal ini faktor-faktor yg perlu 
diperhatikan menurut Edward III dalam 
Agustino (2006:159-160) mengenai disposisi 
dalam implementasi kebijakan terdiri dari: 
a. Pengangkatan birokrasi 
Disposisi atau sikap pelaksana akan 
menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata 
terhadap implementasi kebijakan bila 
personel yang ada tidak melaksanakan 
kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-
pejabat yang lebih atas. Karena itu, 
pengangkatan dan pemilihan personel 
pelaksana kebijakan haruslah orang-orang 
yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang 
telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada 
kepentingan warga masyarakat. 
b. Insentif 
Insentif adalah merupakan salah-satu 
teknik yang disarankan untuk mengatasi 
masalah sikap para pelaksana kebijakan 
dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya 
orang bergerak berdasarkan kepentingan 
dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif 
oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi 
tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan 
cara menambah keuntungan atau biaya 
tertentu mungkin akan menjadi faktor 
pendorong yang membuat para pelaksana 
menjalankan perintah dengan baik. Hal ini 
dilakukan sebagai upaya memenuhi 
kepentingan pribadi atau organisasi. 
BPBD dalam hal ini tidak memberikan 
insentif di jam kerja namun apabila di luar 
jam kerja semisal lembur maka ada dana-dana 
yang dianggap lebih yang sudah tersimpan 
maka diberikan pada staf sebagaimana 
dimaksud oleh Edward III namun walupun 
demikian diluar jam kerja semisal lembur 
mereka tetap memberikan tambahan uang 




Memahami struktur birokrasi merupakan 
faktor yang fundamental untuk mengkaji 
implementasi kebijakan publik. Menurut 
Edwards III dalam Winarno (2005:150) 
terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi 
yakni: ”Standard Operational Procedure 
(SOP) dan fragmentasi”. 
(1) Standard operational procedure 
(SOP)  
Dalam bukunya Winarno 
(2005:152) ia menjelaskan kembali 
hasil penelitian Edward III yaitu 
sebagai berikut: 
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”SOP sangat mungkin dapat menjadi 
kendala bagi implementasi kebijakan 
baru yang membutuhkan cara-cara 
kerja baru atau tipe-tipe personil baru 
untuk melaksanakan kebijakan-
kebijakan. Dengan begitu, semakin 
besar kebijakan membutuhkan 
perubahan dalam cara-cara yang lazim 
dalam suatu organisasi, semakin besar 
pula probabilitas SOP menghambat 
implementasi”. 
BPBD Kota Palu sendiri sudah 
memiliki SOP setebal 116 halaman 
yang menurut keterangan dari staf 
diterbitkan tahun 2016. SOP tersebut 
diantaranya mencakup: 
(2) Fragmentasi  
Edward III dalam Winarno 
(2005:155) menjelaskan bahwa 
”fragmentasi merupakan penyebaran 
tanggung jawab suatu kebijakan 
kepada beberapa badan yang berbeda 
sehingga memerlukan koordinasi”. 
Pada umumnya, semakin besar 
koordinasi yang diperlukan untuk 
melaksanakan kebijakan, semakin 
berkurang kemungkinan keberhasilan 
program atau kebijakan. 
Fragmentasi mengakibatkan 
pandangan-pandangan yang sempit 
dari banyak lembaga birokrasi. Hal ini 
akan menimbulkan konsekuensi pokok 
yang merugikan bagi keberhasilan 
implementasi kebijakan. Berikut 
hambatan-hambatan yang terjadi 
dalam fregmentasi birokrasi 
berhubungan dengan implementasi 
kebijakan publik (Budi Winarno, 
2005:153-154): 
”Pertama, tidak ada otoritas yang kuat 
dalam implementasi kebijakan karena 
terpecahnya  fungsi-fungsi tertentu ke 
dalam lembaga atau badan yang 
berbeda-beda. Di samping itu, masing-
masing badan mempunyai yurisdiksi 
yang terbatas atas suatu bidang, maka 
tugas-tugas yang penting mungkin 
akan terlantarkan dalam berbagai 
agenda birokrasi yang menumpuk. 
Kedua, pandangan yang sempit dari 
badan yang mungkin juga akan 
menghambat perubahan. Jika suatu 
badan mempunyai fleksibilitas yang 
rendah dalam misi-misinya, maka 
badan itu akan berusaha 
mempertahankan esensinya dan besar 
kemumgkinan akan menentang 
kebijakan-kebijakan baru yang 
membutuhkan perubahan”. 
Dalam hal Fragmentasi, Fungsi 
BPBD telah dipecah ke dalam 
lembaga atau badan yang berbeda-
beda yaitu dalam OPD atau Organisasi 
Perangkat Daerah yang dalam 
pelaksanaan penanggulangan bencana 
lembaga-lembaga tersebut dikomandoi 
langsung oleh Kepala Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah 
Kota Palu secara Ex-Officio dalam hal 





Berdasarkan teori Implementasi 
Kebijakan yang dikemukakan oleh Edward 
III, hasil penelitian menunjukkan bahwa 
implementasi kebijakan Badan 
Penanggulangan Bencana Kota Palu belum 
berjalan sebagaimana diharapkan. Hal ini 
dapat dilihat dari 4 indikator implementasi 
kebijakan yaitu Komunikasi, Sumberdaya, 
Disposisi, dan Birokrasi. Dari 4 indikator 
tersebut ada 2 indikator yang belum berjalan 
dengan baik. 
Dimulai dari indikator Komunikasi 
dengan 3 pendekatan yaitu transmisi, 
kejelasan, konsistensi semuanya menemui 
hambatan-hambatan baik dari teknis maupun 
belum mencukupinya sarana komunikasi yang 
menghubungkan antar OPD 
Kemudian indikator Sumberdaya dengan 
4 pendekatan aspek yaitu staf, informasi, 
wewenang , dan fasilitas. Tiga aspek telah 





terpenuhi dan satu aspek yang belum 
terpenuhi yaitu aspek fasilitas seperti alat 
berat  yang belum memadai sehingga setiap 
tindakan tpenanggulangan bencana masih 
bergantung sepenuhnya dengan OPD terkait 
dan perusahaan swasta yang bergerak 
dibidangnya. 
Selanjutnya  indikator Disposisi dengan 
dua aspek yaitu pengangkatan birokrasi dan 
insentif yang terlihat sudah cukup memenuhi. 
Hal ini dapat dilihat tidak adanya masalah 
yang timbul dari dua aspek tersebut karena 
sudah dijalankan sesuai prosedur. 
Berikutnya dengan menelaah indikator  
Birokrasi dengan dua pendekatan yaitu 
bagaimana Standar Operational Prosedur 
(SOP) dan Fragmentasi yang terjadi di tubuh 
BPBD Kota Palu. Dalam hal ini SOP di 
BPBD Kota Palu telah berjalan selama 3 
tahun dan sudah berjalan sebagaimana 
mestinya kemudian aspek fragmentasi yang 
berjalan cukup baik hanya saja apabila 
putusnya komunikasi maka koordinasi akan 
menemui hambatan mengingat begitu banyak 
OPD yang bergerak berdasarkan perintah dari 
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